
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Pembentukan Daer-ah-Daer-ah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

1950 ten tang 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layan an Umum 
Daerah; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

KEBIJAKAN AKUNTANSJ BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR: 12 TAHUN 2019 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adaiah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 



3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas 

pemerintahan di bidang tertentu di Daerah. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab 

terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis 

dan Pejabat Keuangan. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip­ 

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

10. Sistem Akuntansi Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat SAK BLUD 

adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data: pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan BLUD, sesuai dengan SAP. 

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

12. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD atas pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan PerubahanEkuitas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 



Kebijakan Akuntansi BLVD bertujuan untuk mewujudkan manajemen keuangan 
yang tertib dan sehat. 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi BLUD dimaksudkan untuk mengatur penyajian laporan 
keuangan BLUD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran, belanja, surplus/ defisit-Laporan 

Realisasi Anggaran, pernbiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih Tahun pelaporan 

dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. 

15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD 

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

16. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah 

pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu. 

17. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan 

dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/ atau 

pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan 

saldo akhir kas selama periode tertentu. 

18. Laporan Pernbahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

19. Cata tan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan 

penjelasan naratif, analisis atau standar terinci atas nilai suatu pos yang 

disajikan daJam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

20. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 



(1) Laporan Keuangan BLUD terdiri dari: 

Bagian Kedua 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 7 

(I) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis 
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah 
atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pola 
pengelolaan keuangan BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman 

pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya. 

(2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. 

Pasal 6 

(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 
(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, 
aset, kewajiban dan ekuitas. 

(3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman 
pada standar akuntansi yang berlaku. 

Pasal 5 

(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan 
kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang 
dikelola secara tertib. 

BAB III 

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Kesatu 

Akuntansi 
Pasal 4 



Kebijakan Akuntansi BLVD tercanturn dalam Lampiran yang rnerupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

BABIV 

KEBIJAKAN AKVNTANSI PELAPORAN KEVANGAN 

Pasal 9 

(1) Setiap bulan BLVD menyusun dan menyampaikan laporan pendapatan, belanja 
dan pembiayaan kepada SKPD teknis yang membawahi. 

(2) Setiap semester dan tahunan BLVD wajib menyusun den menyampaikan 

laporan keuangan sebagaimana d.imaksud dalam pasal (7) kepada PPKD. 

(3) Laporan tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan 

kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah 

dilakukan reviu oleh SKPD yang mernbidangi pengawasan. 

Pasal 8 

a. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, surplus/defisit, pernbiayaan, dan sisa lebih/kurang pernbiayaan 

anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalarn 

satu periode; 

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan 

dengan periode sebelurnnya; 
c. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan 

ekuitas pada tanggal tertentu; 

d, laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban 
BLUD selama satu periode; 

e. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas 
operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas 

selama periode tertentu; 
f. laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. 
g. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam laporan keuangan, 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa 
ekstemal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ~019 NOMOR 12 

Ditetapkan di Purwodadi 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
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